BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara batal demi hukum
terhadap tindak pidana asusila terhadap anak pada putusan
Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt telah sesuai dengan syarat
sahnya surat dakwaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 143
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penuntut umum
telah lalai atau tidak cermat dalam mendakwakan pasal terhadap
Terdakwa yaitu pasal 76d dan 76e tentang perlingdungan anak
yang semestinya pasal tersebut diterapkan terhadap anak,
sedangkan terdakwa sudah bukan lagi kategori anak atau sudah
dewasa. Sehingga dengan demikian pertimbangan hakim sudah
tepat.
Selanjutnya, langkah-langkah yang harus ditempuh Penuntut
Umum setelah Surat Dakwaan tersebut dinyatakan batal demi
hukum yaitu dalam  hal perubahan surat dakwaan yang
berkas perkaranya sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan.
Seorang jaksa mengubahnya melalui tahapan-tahapan sebagai
berikut :
a. Seorang Penuntut Umum menghadap kepada Kepala

Seksi Tindak Pidana Umum/ Khusus/ Perdata guna
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menyampaikan kehendaknya untuk mengubah surat
dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan;

. Setelah mendapatkan persetujuan dari atasan, Seorang
Penuntut Umum menghubungi/menghadap ketua
pengadilan agar perkara tersebut belum ditunjuk majelis
Hakim yang menanganinya, karenaada perubahan surat
dakwaan berdasarkan Pasal 144 ayat (2) yaitu 7 hari
sebelum disidangkan. Dalam kesempatan itu ketua
pengadilan menyatakan bahwa perkara tidak perlu ditarik
kembali, dan ketua Pengadilan memerintahkan untuk
segera mengubah surat dakwaan tersebut;

Penuntut Umum mengubah surat dakwaannya, setelah surat
dakwaan yang telah disempurnakan tersebut selesai, agar
Jaksa datang ke pengadilan untuk mencabut dari berkas
yang bersangkutan surat dakwaan yang lama dan
menggantinya dengan surat dakwaan yang telah
disempurnakan.;

. Surat dakwaan vyang telah dirubah disampaikan
turunannya kepada Terdakwa, Penyidik dan Penasihat

Hukum.

Hal tersebut bukanlah ne bis in idem dan tetap dapat diajukan

kembali karena belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Selain itu surat dakwaan yang batal demi hukum dapat
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diajukan  kembali oleh Penuntut Umum selama tidak
bertentangan dengan asas Nebis in Idem. Ketentuan
mengenai asas Nebis in ldem tercantum dalam Pasal 76
KUHP ayat (1) yang menyatakan ‘“seseorang tidak boleh
dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Jadi, syarat
suatu dakwaan dapat dinyatakan nebis in Idem dalam hal telah
ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang
memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada
tempat kejadian dan waktu yang sama dan putusan tersebut
telah memberikan putusan bebas, lepas atau pemidanaan

terhadap orang yang didakwa itu.

B. Saran

1. Kepada Penuntut Umum diharapkan lebih cermat serta teliti
dalam membuat surat dakwaan. Terutuama yang berkaitan
dengan perbuatan tindak pidana asusila terhadap anak. Penuntut
Umum harus lebih berhati-hati dalam menerapkan kasus yang
didakwakan seperti pada perkara Nomor
190/Pid.Sus/2018/PN.Skt, manakala Terdakwa adalah seorang
dewasa jangan sampai diterapkan Undang-Undang tentang
Perlindungan Anak.

2. Kepada Pembuat Undang-Undang untuk mengisi kekosongan

hukum, yaitu pada saat Hakim mengetahui bahwa Surat
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Dakwaan tersebut tidak sah tetapi tidak adanya pengajuan
eksepsi atau nota keberatan yang mengakibatkan Hakim harus
tetap melanjutkan persidangan, diharapkan apabila adanya Kitab
Hukum Acara Pidana yang baru untuk dapat mengisi

kekosongan hukum tersebut.
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